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PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI RUGI TERHADAP KETERLAMBATAN, KEHILANGAN DAN/ATAU KERUSAKAN SEBAGAIAN ATAU SELURUH ISI SURAT KILAT KHUSUS YANG DIPOSKAN PADA KANTOR POS SEMARANG


Pelaksanaan pengiriman surat kilat khusus berpedoman pada ketentuan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) nomor : KD 75/Dirut/0811 tentang layanan pos kilat khusus, namun pelaksanaannya tidak semuanya berjalan sesuai dengan ketentuan ada beberapa kasus ketidaksesuaian atau ireguleritas terjadi seperti kiriman terlambat, hilang dan/atau rusak.
Konsumen pengguna jasapos surat kilat khusus dapat melakukan tuntutan ganti rugi atas ketidaksesuain/ireguleritas. Kantor Pos Semarang dalam menindaklanjuti gugatan berpedoman pada ketentuan Surat Edaran Direksi PT Posindonesia (Persero) nomor SE.49/Dirop/0604 tentang layanan harga tanggungan kirimanpos dalam negeri, pelaksanaannya menimbulkan permasalahan apakah proses penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undang, hambatan-hambatan yang ditemukan dan cara mengatasi hambatan.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder atau penelitian hukum normatif merupakan merupakan penelitian kepustakaan. 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses penyelesaian gugatan tuntutan ganti rugi telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan, semua gugatan tuntutan ganti rugi dapat diselesaikan dengan baik, kerugian yang diderita oleh konsumen pengguna jasapos surat kilat khusus karena kesalahan Kantor Pos Semarang dibayarkan ganti rugi, tidak ada kasus yang sampai ketingkat Pengadilan dan juga tidak melibatkan lembaga penyelesaian sengketa seperti ADR (alternative dispute resolution), dan BPSK (badan penyelesaian sengketa konsumen).
Dalam rangka melindungi kepentingan PT. Pos Indonesia (Persero) dan konsumen pengguna jasapos surat kilat khusus disarankan klausal perjanjian didalam resi tidak menyimpang dari asas asas perjanjian, melakukan pembenahan operasi, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai 

		

















RESOLUTION OF COMPENSATION CLAIM CONCERNING LATENESS, LOSS, AND/OR PARTIAL OR TOTAL DAMAGE OF THE CONTENT OF SPECIAL EXPRESS MAIL MAILED AT THE SEMARANG POST OFFICE

The execution of the mailing of special express mail take the guidance from the provision of the Board of Directors of PT.Pos Indonesia (Ltd) number : KD. 75/Dirut/0811 conceming the special express postal service. However, not all of the executions work according to the existing provision. There are some cases of irregularities such as late deliveries, losses, and/or damages.
The customers using the special express postal service may conduct compensation claims conceming such irregularities. In following-up the claims, the Semarang Postal Office takes the guidance from the provision of the Circulation of the Board of Directors of The PT. Pos Indonesia (Ltd) number SE.49/Dirop/0604 concerming the service of security prices of domestic postal mailing. The executions cause the problem; whether the resolutions conducted are in accordance with the law and order, the obstacles found in the reality, and the method of overcoming such problems.
The method of approach used in the research is the juridical-normative method of approach, which is a legal research using the secondary data sources or a normative legal research, which is a literature      research.
	The research results conclude that the process of compensation claim resolution has been followed-up according to the provision. All compensation claims may be well-resolved, the lossed experienced by the customers of special express postal service due to the mistakes of Semarang Postal Office are paid in compesations. There is no case that goes to the court level and they also do not invoice a dispute resolution institution such as ADR (Alternative Dispute Resolution) and BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen – Customer Dispute Resolution Agency).
	In order to protect the interests of PT. Pos Indonesia (Ltd) and costumers using the special express postal service, it is suggested that the agreement clauses written in the receipt should not go beyond from the principles of agreement, the company should conduct operational restructure, improvement of human resource quality, and provision of adequate facilities and infrastructures.
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